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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hutan merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang 

dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak 

ternilai harganya dan wajib disyukuri. Hutan harus diurus dan dimanfaatkan 

dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur 

kepada Tuhan Yang Maha Esa.1 Sejalan dengan itu, ketentuan dalam Pasal 33 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk 

selanjutnya disingkat UUD 1945) menyatakan bahwa bahwa bumi, air dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Artinya, konstitusi Negara 

Indonesia menegaskan bahwa Pemerintah mewakili negara, bertanggung jawab 

menjamin semua kekayaan alam dikelola dengan baik dengan menjamin kekayaan 

yang dihasilkan digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan 

seluruh rakyat Indonesia.2 

Kekayaan alam Indonesia berupa wilayah daratan Indonesia seluas 197 juta 

hektar yang terdiri atas unsur tanah dan hutan tentunya mesti diatur melalui 

produk peraturan perundang-undangan demi keadilan dan kesejahteraan bagi 

rakyat Indonesia yang menuntut pula kepastian hukum bagi Pemerintah sebagai 

                                                           
1 Hutan memiliki peran yang besar dalam kehidupan umat manusia, adapun hutan berfungsi 

untuk : a. mengatur tata air atau mempertahankan fungsi hidrorologis dan mencegah terjadinya 

erosi; b. sebagai sumber bahan-bahan produksi ekstraksi seperti kayu bakar, serat, buah, dan lain-

lain; c. produksi kayu atas dasar sistem produksi yang lestari; d. keperluan rekreasi; e. 

perlindungan terhadap berbagai jenis flora dan fauna, serta; f. gudang plasma nutfah atau sebagai 

penyimpanan sumber daya genetik. Lihat : Karden Manik, 2009. “Pengelolaan Lingkungan 

Hidup”, Jakarta : Djambatan, hlm. 76.  
2Ibid., hlm, 77. 
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perwakilan rakyat untuk pencapaiannya. Oleh karena itu, implementasi konstitusi 

terhadap kekayaan alam berupa tanah dilaksanakan melalui terbitnya Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

(untuk selanjutnya disebut UUPA), yang khususnya menuntun Pemerintah dalam 

penyelenggaraan kehutanan bagi keadilan dan kesejahteraan rakyat misalnya 

dalam hal pengakuan dan pemberian hak-hak atas tanah.3 Hal ini sebagaimana 

ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). 

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa, atas dasar ketentuan 

dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 

1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi 

kekuasaan seluruh rakyat. Selanjutnya ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUPA 

menyatakan bahwa, atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud 

dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang 

disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik 

sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. 

Pasal 16 ayat (1) UUPA : 

“Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah : a. 

hak milik, b. hak guna usaha, c. hak guna bangunan, d. hak pakai, e. hak 

sewa, f. hak membuka tanah, g. hak memungut hasil hutan, h. hak-hak lain 

yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan 

dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang 

disebutkan dalam Pasal 53.” 

 

                                                           
3 Chip Faydan Martua Sira, 2004, “Kerangka Hukum Negara dalam Mengatur Agraria dan 

Kehutanan Indonesia: Mempertanyakan Sistem Ganda Kewenangan atas Penguasaan Tanah”, 

Bogor : World Agroforestry Center, hlm. 5. 
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Selain pengaturan mengenai pengakuan dan pemberian hak-hak atas tanah 

berdasarkan UUPA, implementasi konstitusi dalam hal pengelolaan dan 

pemanfaatan hutan, negara memberikan kewenangan atribusi4 kepada Pemerintah 

untuk melaksanakannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 1999 tentang Kehutanan.5 Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan bahwa : 

“ (1)  Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan 

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat.  

(2)  Penguasaan hutan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memberi wewenang kepada Pemerintah untuk :  

a.  mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan 

hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;  

b.  menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau 

kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan  

c.  mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara 

orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum 

mengenai kehutanan.  

(3)  Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat 

hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui 

keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan 

nasional.” 

 

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan tegas menyatakan bahwa Pemerintah menyerahkan sebagian 

kewenangan kepada Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan 

                                                           
4 Menurut Philipus M. Hadjon, setiap tindakan pemerintahan harus bertumpu atas 

kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui 3 (tiga) sumber, yaitu atribusi, delegasi, 

dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh 

undang-undang. Kewenangan delegasi adalah kewenangan yang berasal dari adanya pelimpahan 

kewenangan secara atributif, sedangkan mandat tidak terjadi suatu pelimpahan kewenangan. Lihat 

: Philipus M. Hadjon, 1993, “Pengantar Hukum Perizinan”, Surabaya : Yudika, hlm. 13. 
5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan dua perundang-undangan 

paling penting yang dalam hierarki peraturan perundang-undangan terkait tanah dan sumber daya 

alam menduduki urutan kedua setelah konstitusi. Kedua aturan tersebut secara langsung mengatur 

pengelolaan dan distribusi sumber daya alam. Lihat : Chip Fay dan Martua Sira, Op. Cit., hlm. 6. 
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Pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang 

menyatakan bahwa : 

“ (1)  Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, Pemerintah menyerahkan 

sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah.  

(2)  Pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektifitas 

pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah.  

(3)  Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.” 

 

Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di atas, adalah Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana 

Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan yang turut mempertegas 

kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan hutan sebagaimana ketentuan 

Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Tata hutan dan penyusunan rencana 

pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di seluruh kawasan hutan merupakan 

kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah”. 

Penyelenggaraan kehutanan di daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 

41 Tahun 1999 tentang Kehutanan secara desentralisasi merupakan kewenangan 

Pemerintah Daerah. Dengan desentralisasi, Pemerintah Daerah diharapkan 

mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam menerapkan dan 

mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang lebih baik karena para 

pengambil keputusan berada dan lebih dekat dengan masyarakat setempat. 

Pemerintah Daerah dianggap lebih mengetahui persoalan dan kebutuhan 

masyarakat di daerahnya sendiri dibandingkan dengan pemerintah pusat. Dengan 

demikian desentralisasi akan mewujudkan pembangunan yang lebih partisipatif, 
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peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat lokal dari hasil pemanfaatan 

sumberdaya alam dan diharapkan pula untuk lebih bertanggung jawab dalam 

penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan 

lingkungan hidup di daerahnya.6 

Walaupun demikian, terjadi penyimpangan dari proses desentralisasi, antara 

lain timbulnya kebebasan yang tidak terkendali dari pemerintah-pemerintah 

daerah termasuk dalam pemanfaatan sumber daya alam berupa hutan yang ada di 

dalam wilayah administratif mereka. Karena merasa memiliki kewenangan serta 

didorong oleh keinginan yag besar untuk memperoleh dan meningkatkan 

pendapatan asli daerah (PAD) maka Pemerintah Daerah kemudian berusaha 

memanfaatkan potensi sumber daya hutan yang berada di daerahnya masing-

masing.7 

Dampak dari desentralisasi pemanfaatan sumber daya berupa hutan menjadi 

semakin luas ke wilayah kewenangan secara normatif. Ketentuan dalam Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di atas berbanding terbalik 

dengan orientasi penyelenggaraan kehutanan yang diatur dalam ketentuan Pasal 

14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah8, yang 

menyebutkan : 

                                                           
6 Baharuddin Nurkin, “Otonomi Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam : Kasus 

Pengelolaan Hutan di Sulawesi Selatan”, Jurnal Perennial, Vol. 2, No. 1, Fakultas Hukum 

Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 26. 
7 Ibid., hlm. 27. 
8Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mengalami 2 

(dua) kali perubahan, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Pertama 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang Undang 

Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2015 dan 

diundangkan pada tanggal 18 Maret 2015 di Jakarta dan tercatat dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, sedangkan Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran 

http://www.humas.ketapang.go.id/layanan/UU_NO_2_2015%20%20TTG%20PERUBAHAN%20UU%20NOMOR%2023%20TAHUN%202014.pdf
http://www.humas.ketapang.go.id/layanan/UU_NO_2_2015%20%20TTG%20PERUBAHAN%20UU%20NOMOR%2023%20TAHUN%202014.pdf
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“ (1)  Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, 

serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat 

dan Daerah provinsi.  

(2)  Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya 

kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.” 

 

Ketentuan di atas memperlihatkan bahwa kewenangan pengelolaan hutan 

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. 

Pemerintah Kabupaten/Kota hanya berwenang mengelola Taman Hutan Raya 

(Tahura).9 

Kewenangan pengelolaan hutan yang beralih menjadi kewenangan 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi memberi dampak terhadap 

kontradiksi kelembagaan dan pelaksanaan pemanfaatan dan pengelolaan 

sumberdaya hutan di daerah. Beberapa penyimpangan yang terjadi antara lain :10 

1.  Penempatan para staf atau pegawai dan aset dari lembaga yang 

dibubarkan atau dilebur berdampak kepada pegawai yang mempunyai 

keterampilan teknis lebih banyak menumpuk di tingkat propinsi. Di 

daerah terjadi kekurangan tenaga profesional yang diperparah dengan 

rekruitmen pegawai tanpa latar belakang pendidikan kehutanan.  

                                                                                                                                                               
Negara Republik Indonesia Nomor 5679. Perubahan kedua ini mengubah, menghapus, menambah, 

dan menyisipkan beberapa ayat antara lain pada Pasal 63, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 88, Pasal 101, 

dan Pasal 154. 
9 Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengelola Tahura, menjadi satu-satunya 

kewenangan yang dimiliki berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. Hal ini menunjukkan urusan kehutanan kembali menjadi tersentralisasi, 

kendati ada Pemerintah Provinsi yang masih memiliki kewenangan yang cukup besar, namun 

Pemerintah Provinsi sejatinya merupakan kepanjangan tangan Pemerintah Pusat melalui konsep 

dekonsentrasi. Lihat : Affan Ryaas Syaukani, 2002, “Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan”, 

Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 24.  
10 Baharuddin Nurkin, Op. Cit., hlm. 28. 
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2.  Peranan dan tanggung jawab lembaga atau instansi di daerah (tingkat 

propinsi dan kabupaten) tumpang tindih, tidak sejalan, atau 

bertentangan.  

3.  Perselisihan dan konflik terhadap alokasi pengunaan lahan hutan. 

4.  Berkembang dan tidak terkendalinya perambahan hutan dan illegal 

logging (tebangan liar). 

Sumber daya hutan di setiap daerah yang sangat bersifat strategis bagi 

kepentingan dan keberlangsungan serta kebutuhan hidup masyarakat harus 

dimanfaatkan potensinya sebanyak-banyaknya melalui kewenangan pemerintah 

yang tepat agar tepat sasaran. Tetapi, jauh sebelum pelaksanaannya, norma 

terhadap pemerintah mana yang berwenang menjadi kendala, karena terjadi 

dualisme aturan hukum atau ketidaksinkronan penyelenggaraan kehutanan antara 

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 

66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat menyerahkan sebagian kewenangan 

penyelenggaraan kehutanan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka 

pengembangan otonomi daerah. Akan tetapi, menurut ketentuan Pasal 14 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan 

Pemerintah Daerah justru dibatasi dalam hal penyelenggaraan kehutanan. 

Akibatnya, sulit bagi Pemerintah Daerah untuk megalokasikan pemanfaatan 

wilayah dan sumber daya kehutanan untuk berbagai kepentingan pendapatan dan 

masyarakat daerah setempat. 
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Berdasarkan uarain di atas, oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian 

mengenai sinkronisasi terhadap berbagai produk peraturan perundang-undangan 

yang saling mengalami ketidakselarasan tersebut, demi perwujudan kepastian 

hukum pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, provinsi dan kabupaten 

terhadap pengelolaan dan pemanfaatan hutan. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan 

permasalahan yang akan ditelaah lebih lanjut sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah dalam 

penyelenggaraan kehutanan di daerah berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dihubungkan dengan 

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ? 

2. Bagaimanakah dampak pengaturan yang berbeda antara Pasal 14 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dihubungkan 

dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

dalam kewenangan penyelenggaraan kehutanan di daerah ? 

3. Bagaimanakah seharusnya sinkronisasi dilakukan antara Pasal 14 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dihubungkan 

dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

dalam kewenangan penyelenggaraan kehutanan di daerah ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.  Tujuan Penelitian   

Tujuan penelitian dalam tesis ini sebagai berikut : 
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a. Untuk menjelaskan pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah dalam 

penyelenggaraan kehutanan di daerah berdasarkan Pasal 14 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

dihubungkan dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 

tentang Kehutanan. 

b. Untuk menjelaskan dampak pengaturan yang berbeda antara Pasal 14 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

dihubungkan dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 

tentang Kehutanan dalam kewenangan penyelenggaraan kehutanan di 

daerah. 

c. Untuk menjelaskan sinkronisasi yang seharusnya dilakukan antara 

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah dihubungkan dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam kewenangan penyelenggaraan 

kehutanan di daerah. 

 2. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat 

bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum tata negara dalam 

hal penyelenggaraan kehutanan di daerah 

b. Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi 

dan manfaat sebagai bahan masukan dan sumber informasi bagi 

pihak-pihak yang terlibat demi kepastian hukum lembaga yang 
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berwenang terhadap pengelolaan dan pemanfaatan hutan di Indonesia. 

Pihak-pihak tersebut antara lain adalah : 

1) Bagi Pemerintah (Pusat), sebagai pedoman dalam rangka 

menghindari tumpang tindih kewenangan dengan Pemerintah 

Pusat pada pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan di daerah;  

2) Bagi Pemerintah Daerah, sebagai pedoman dalam bersinergi 

dengan Pemerintah Pusat dalam rangka bekerjasama dengan 

baik tanpa ada penafsiran ketentuan pengelolaan dan 

pemanfaatan hutan yang keliru;  

3) Bagi pengawas pelaksanaan undang-undang, seperti masyarakat, 

termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain 

sebagainya, sebagai pedoman dalam melakukan pengawasan 

terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan 

hutan di Indonesia oleh Pemerintah Daerah khususnya; dan 

4) Bagi pembentuk undang-undang, yaitu sebagai pedoman dalam 

merevisi atau membentuk produk peraturan perundang-

undangan yang baru demi kepastian hukum lembaga yang 

berwenang terhadap pengelolaan dan pemanfaatan hutan di 

Indonesia. 

 

D.  Kerangka Teori 

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan 
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identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh 

peneliti.11Di dalam suatu penelitian ilmu hukum, suatu kerangka teori dapat 

diuraikan menjadi Grand Theory, Middle Range Theory, dan Apllied Theory. 

Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas 

adalah : 

1. Grand Theory 

Grand Theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (Middle Range 

Theory dan Applied Theory) yang akan digunakan dalam penelitian.12 Grand 

Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Identitas Hukum. 

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai 

identitas, yaitu : asas kepastian hukum (rechtmatigheid); asas keadilan hukum 

(gerectigheit); dan sas kemanfaatan hukum (zwechmatigheid atau doelmatigheid 

atau utility). 13 

Asas kepastian hukum meninjau hukum dari sudut yuridis, sedangkan asas 

keadilan hukum meninjau hukum dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah 

kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Selanjutnya asas 

kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan 

adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum agar penegakan hukum 

tidak menimbulkan keresahan masyrakat.14 

                                                           
11 Soerjono Soekanto, 1986, “Pengantar Penelitian Hukum”, Jakarta : UI Press,  hlm. 53. 
12 Munir Fuady, 2003, “Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum”, Jakarta : 

Kencana, hlm. 41.  
13 Gustav Radbruch, dalam : Satjipto Raharjo, 2000, “Ilmu Hukum”, Bandung : Citra 

Aditya Bakti, hlm. 12.  
14Ibid.     
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Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan 

kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, 

sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya 

dapat dikemukakan bahwa “summum ius, summa injuria, summa lex, summa 

crux”, yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan 

yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan 

merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling 

substantif adalah keadilan.15 

Adanya kepastian hukum masyarakat akan mengetahui kejelasan hak dan 

kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak 

mengetahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatanya benar atau 

salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat 

diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang 

dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti 

tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya.16 

Teori identitas hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah 

mengenai pengaturan kewenangan penyelenggaraan kehutanan di daerah 

berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah dihubungkan dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 

tentang Kehutanan. Dengan menganalisis melalui teori identitas hukum, maka 

akan ditemukan kepastian hukum pemerintah mana yang berwenang dalam 

                                                           
15 Dominikus Rato, 2010, “Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum”, 

Yogyakarta : Laksbang Pressindo, hlm. 59.  
16Ibid., hlm. 5.  
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penyelenggaraan kehutanan di daerah, yang mana akan berdampak kepada 

keadilan dan kemanfaatn bagi daerah dan masyarakat di dalamnya. 

2. Middle Range Theory 

Middle range theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan 

menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu grand theory. Middle range theory 

dalam penelitian ini menggunakan teori desentralisasi dan teori kewenangan. 

a. Teori Desentralisasi 

Pada tataran konsep, desentralisasi tumbuh dan berkembang seiring dengan 

tuntutan dan kebutuhan negara demorkasi sejak lama. Konsep desentralisasi baru 

banyak diperdebatkan, khususnya di negara-negara sedang berkembang pada 

tahun 1950-an. Pada periode ini dapat dikatakan sebagai “gelombang” pertama 

konsep desentralisasi telah mendapat perhatian khusus, dan telah diartikulasikan 

sebagai konsep yang paling relevan untuk memperkuat dan memberdayakan 

penyelenggaraan pemerintahan lokal. Gelombang kedua desentralisasi, utamanya 

di negara-negara sedang berkembang adalah pada akhir tahun 1970-an.17 

Menurut R.D.H. Koesoemahatmadja, secara harfiah kata desentralisasi 

berasal dari dua penggalan kata bahasa latin, yakni de yang berarti lepas, dan 

centrum yang berarti pusat. Makna harfiah dari desentralisasi adalah melepaskan 

diri dari pusat. Dalam makna ketatanegaraan, desentralisasi adalah penyerahan 

kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah. Desentralisasi 

merupakan staatkundige decentralisatie (desentralisasi ketatanegaraan atau lebih 

                                                           
17 Riswanda Imawan, dalam : Syamsuddin Haris (Editor), 2004, “Desentralisasi Dan 

Otonomi Daerah Naskah Akademik Dan RUU Usulan LIPI”, Jakarta : LIPI Press, hlm. 40. 
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sering disebut dengan desentralisasi politik), bukan ambtelijke decentralisatie, 

seperti halnya dekonsentrasi.18 

Amrah Muslimin membedakan desentralisasi menjadi tiga macam, yaitu 

desentralisasi politik, fungsional dan kebudayaan. Desentralisasi politik adalah 

pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat, yang menimbulkan hak mengurus 

kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah-daerah, 

yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu. Desentralisasi fungsional 

adalah pemberian hak dan kewenangan pada golongan-golongan mengurus suatu 

macam atau golongan kepentingan pada masyarakat, baik terikat ataupun tidak, 

seperti mengurus kepentingan irigasi bagi golongan tani dalam suatu atau 

beberapa daerah tertentu. Desentralisasi kebudayaan memberikan hak pada 

golongan-golongan kecil dalam masyarakat (minoritas) menyelenggarakan 

kebudayannya sendiri (mengatur pendidikan, agama, dll.)19 

Desentralisasi adalah strategi mendemokratisasi sistem politik dan 

menyelaraskan pencapaian pembangunan berkelanjutan yang merupakan isu yang 

selalu ada dalam praktek administrasi publik. Berlawanan dengan sentralisasi 

dimana kekuasaan dan pengambilan keputusan berkonsentrasi pada pusat atau 

eselon atas, desentralisasi memperkenankan level kekuasaan pemerintahan yang 

lebih rendah atau dibawah dalam menentukan sejumlah isu yang langsung mereka 

perhatikan. Desentralisasi biasanya menyerahkan secara sistematis dan rasional 

pembagian kekuasaan, kewenangan dan tanggung jawab dari pusat kepada 

                                                           
18 R.D.H. Koesoemahatmadja, “Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan Daerah Di 

Indonesia”, dalam :  M. Laica Marzuki, 2006, “Dalam Berjalan-Jalan Di Ranah Hukum. 

Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI”, Jakarta : Gramedia, hlm. 151. 
19 Amrah Muslimin, 1986, “Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah”, Bandung : Alumni, 

Bandung. hlm. 5. 
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pinggiran, dari level bawah, atau dari pemerintah pusat kepada pemerintah lokal 

(daerah).20 

Teori desentralisasi digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai 

pengaturan kewenangan penyelenggaraan kehutanan di daerah, karena ketentuan 

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah 

tepat mengimplementasikan desentralisasi dengan penyerahan sebagian 

kewenangan kepada Pemerintah Daerah, justru dianulir oleh ketentuan ketentuan 

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

b. Teori Kewenangan 

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering 

ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering 

disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan 

dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan, kewenangan 

sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk 

hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang 

diperintah” (the rule and the ruled).21 Berdasarkan pengertian tersebut, dapat 

terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak 

berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “blote 

match”,22 sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber 

disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan 

                                                           
20 Ni’Matul Huda, “Problematika Pembatalan Peraturan Daerah...”, Op.Cit., hlm. 35. 
21 Miriam Budiardjo, 1998, “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, Jakarta : Gramedia Pustaka 

Utama, hlm. 35. 
22 Henc van Maarseve, dalam : Suwoto Mulyosudarmo,1990, “Kekuasaan dan Tanggung 

Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis 

Pertanggungjawaban Kekuasaan”, Surabaya : Universitas Airlangga, hlm. 30. 
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suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui 

serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.23 

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.24 Kekuasaan 

memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki 

oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan 

merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan 

pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu : hukum; kewenangan 

(wewenang); keadilan;  kejujuran; kebijakbestarian; dan kebajikan.25 

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan 

dan wewenang.26 Kita harus membedakan antara kewenangan (authority, gezag) 

dengan wewenang (competence, bevoegheid). Kewenangan adalah apa yang 

disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan 

oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “onderdeel” 

(bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat 

wewenang-wewenang (rechtsbe voegdheden). Wewenang merupakan lingkup 

tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi 

wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang 

dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi 

wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara 

                                                           
23 Max Weber, dalam : A. Gunawan Setiardja, 1990, “Dialektika Hukum dan Moral dalam 

Pembangunan Masyarakat Indonesia”, Yogyakarta : Kanisius, hlm. 52. 
24 Philipus M. Hadjon, tanpa tahun, “Tentang Wewenang”, Makalah,  Universitas Airlangga 

Surabaya, hlm. 1. 
25 Rusadi Kantaprawira, 1998, “Hukum dan Kekuasaan”.  Makalah, Universitas Islam 

Indonesia Yogyakarta, hlm. 53. 
26 Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan 

Bertanggung Jawab”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, 2000, Universitas Parahyangan Bandung, 

hlm.22. 
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yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan 

perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.27 

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang 

diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh 

suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak 

diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan 

kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan 

memberikan kepada organ yang berkompeten.28 Delegasi adalah kewenangan 

yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan 

kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) 

dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya. Pada mandat, tidak terdapat 

suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan 

kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau 

mengambil suatu tindakan atas namanya.29 

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), 

sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan 

demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber 

kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat 

diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, 

delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu 

kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan 

                                                           
27Indroharto, 1994, “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik”, Bandung : Citra Aditya 

Bakti, hlm. 65. 
28 J.G. Brouwer dan Schilder, dalam : Ibid., hlm. 66.  
29 Ibid. 
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mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan 

yuridis yang benar.30 

Teori kewenangan merupakan teori yang digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah mengenai pengaturan kewenangan penyelenggaraan kehutanan 

di daerah berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah dihubungkan dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 1999 tentang Kehutanan. Analisis melalui teori kewenangan maka akan 

ditemukan pemerintah mana yang secara atribusi berwenang dalam 

penyelenggaraan kehutanan di daerah. 

3. Applied Theory 

Applied theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum 

tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut 

Utrecht, sebagaimana dikutip oleh R. Soeroso, merumuskan bahwa asas hukum 

(recht beginsel) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang 

mengkualifikasikan (kwalificeren) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-

peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.31 Applied 

theory dalam penelitian ini menggunakan teori sinkronisasi. 

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan adalah penyelarasan dan 

penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang 

mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar 

                                                           
30 F.A.M. Stroink, dalam : Abdul Rasyid Thalib, 2006, “Wewenang Mahkamah Konstitusi 

dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, Bandung : Citra Aditya 

Bakti, hlm. 291. 
31 Utrecht, dalam : R. Soeroso, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 

hlm.70. 
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substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, 

saling melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis 

pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya. Adapun 

tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan 

suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai 

bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efisien dan efektif.32 

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan sering menimbulkan 

pertentangan mengenai peraturan perundang-undangan yang mana yang lebih 

tepat untuk digunakan untuk kasus tertentu. Oleh karena itu, para penegak hukum 

perlu memperhatikan asas-asas berlakunya peraturan perundang-undangan. 

Menurut Peter Mahmud Marzuki, terkait sinkronisasi peraturan perundang-

undangan terdapat asas lex superiori derogat legi inferiori yang menjelaskan 

bahwa apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang 

secara hierarkis lebih rendah dengan yang lebih tinggi, maka peraturan 

perundang-undangan yang hierarkinya lebih rendah itu harus disisihkan.33 

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan dua 

cara, yaitu :34 

1. Sinkronisasi vertikal, dilakukan dengan melihat apakah suatu 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu bidang 

tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain; 

                                                           
32 Endang Sumiarni, 2013, “Metodologi Penelitian Hukum Dan Statistik”, Yogyakarta : 

Gramedia Pustaka, hlm. 65.  
33Peter Mahmud Marzuki, 2011,  “Penelitian Hukum”, Jakarta : Kencana, hlm. 99.  
34 Endang Sumiarni, Op. Cit., hlm. 7. 
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2. Sinkronisasi horizontal, dilakukan dengan melihat pada berbagai 

peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang 

yang sama atau terkait. 

Dalam penelitian ini pengertian sinkronisasi peraturan perundang-undangan 

diartikan sebagai suatu upaya atau suatu kegiatan untuk menyelaraskan (membuat 

selaras), dan menyesuaikan (membuat sesuai) antara suatu peraturan perundang-

undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain secara hirarkis 

vertikal. Sinkronisasi yang akan dikaji adalah antara Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan peraturan 

perundang-undangan dibawahnya yang terkait penyelenggaraan kehutanan di 

daerah, khususnya sinkronisasi Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah dihubungkan dengan Pasal 66 Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam penyelenggaraan kehutanan di 

daerah. 

 

E. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam 

penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan 

diteliti. Konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti melainkan 

anstraksi dari gejala atau fakta tersebut.35 

Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan definisi 

konseptual dalam tesis ini, sebagai berikut :  

                                                           
35 Muhammad Fauzan, 2002, “Hukum Pemerintahan Daerah (Kajian Tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah)”, Purwokerto : STAIN Press, hlm. 16. 
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1. Pemerintah, adalah kekuasaan memerintah suatu negara atau badan yang 

tertinggi, yang memerintah suatu negara. Sedangkan pemerintahan, 

mengandung pengertian menunjuk pada suatu fungsi yang dijalankan atau 

dikerjakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah lebih mengarah 

kepada subjek sedangkan pemerintahan kepada objek.36 

2. Sinkronisasi, menurut Endang Sumiarni (dalam hal sinkronisasi peraturan 

perundang-undangan), adalah melihat kesesuaian atau keselarasan peraturan 

perundang-undangan secara vertikal berdasarkan sistematisasi hukum 

positif yaitu antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan 

peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Sedangkan secara 

horizontal, dilakukan dengan melihat pada berbagai peraturan perundang-

undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait.37 

3. Kewenangan (authority, gezag), adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan 

formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-

undang. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbe 

voegdheden). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, 

lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat 

keputusan Pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka 

pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang 

utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.38 

                                                           
36Ibid. 
37 Endang Sumiarni, Op. Cit., hlm. 6.  
38 Indroharto, 1994, “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik”, Bandung : Citra Aditya 

Bakti, hlm. 65.  
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4. Pemerintah Daerah, adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom.39 Pemerintah Daerah adalah 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Gubernur, 

Bupati, atau Wali Kota, dan perangkat daerah. Pemerintah Daerah dapat 

berupa :40 

a. Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov), yang terdiri 

atas Gubernur dan Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat 

Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah yang 

meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis 

Daerah. 

b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot), yang terdiri 

atas Bupati/Wali kota dan Perangkat Daerah, yang 

meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis 

Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. 

5. Penyelenggaraan kehutanan, merupakan penyelenggaraan hutan, kawasan 

hutan, dan hasil hutan yang bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran 

rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.41 

5.  Penyelenggaraan kehutanan di daerah, adalah pendelegasian tugas dari 

Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan 

                                                           
39 Republik Indonesia, lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah. 
40 Anonim, tanpa tahun, “Pemerintah Daerah di Indonesia”, dikutip pada laman website : 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_daerah_di_Indonesia, diakses pada 1 Mei 2019. 
41 Republik Indonesia, lihat Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

1999 tentang Kehutanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Gubernur
https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Sekretariat_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Sekretariat_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Dinas_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Teknis_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Sekretariat_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Dinas_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Teknis_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Teknis_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Bupati
https://id.wikipedia.org/wiki/Wali_kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Sekretariat_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Dinas_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Teknis_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Teknis_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_daerah_di_Indonesia
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hehutanan, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pengurusan hutan 

dalam rangka pengembangan otonomi daerah.42 

6.  Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kehutanan, adalah 

Pemerintah Daerah yang mendapat delegasi tugas dari Pemerintah Pusat 

dalam rangka penyelenggaraan hehutanan, dengan tujuan untuk 

meningkatkan efektivitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan 

otonomi daerah.43 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian44 yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Jenis Penelitian 

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses 

untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin 

hukum guna menjawab isu yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter 

preskriptif dari ilmu hukum itu sendiri. Hal ini berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada 

tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu. Sejatinya, penelitian 

                                                           
42 Republik Indonesia, lihat Pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3888. 
43 Republik Indonesia, lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, dan Pasal 66 Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888. 
44 Metode penelitian adalah cara untuk melakukan atau melaksanakan sebuah penelitian, 

meliputi kegiatan-kegiatan mencari, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporan, secara 

sistematis dan berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala yang ada. Lihat : Soerjono Soekanto dan 

Sri Mamudji, 2011, “Penelitian Hukum Normatif”, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 1. 
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hukum dilakukan atas dasar untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep 

baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.45 

Berdasarkan doktrin hukum di atas, maka jenis penelitian ini adalah 

penelitian normatif, maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang 

menggambarkan, menjelaskan, menganalisis kepastian asas hukum46 terkait 

dengan sinkronisasi kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan 

kehutanan di daerah.47 

2.  Pendekatan Penelitian 

Jenis pendekatan48 dalam penelitian ini adalah :  

a. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dilakukan untuk 

menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut 

dengan isu hukum yang sedang diteliti.49 Pendekatan ini digunakan 

untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan 

menelaah semua undang-undang dan regulasi, khususnya mengenai 

ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah dihubungkan dengan Pasal 66 Undang-Undang 

                                                           
45 Peter Mahmud Marzuki, 2005, “Penelitian Hukum”, Jakarta : Kencana Prenada Media 

Group, hlm. 35. (Selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki I), 
46 Johny Ibrahim, 2006, “Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif”, Malang : 

Bayumedia, hlm. 47. 
47 Konstruksi produk penelitian hukum normatif adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan 

aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, dengan menggunakan metode 

hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti. Lihat : Ibid.  
48 Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, 

peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk 

dicari jawabnya. Macam-macam pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian 

hukum adalah : Pendekatan undang-undang (statute approach); Pendekatan kasus (case 

approach); Pendekatan historis (historical approach); Pendekatan komparatif (comparative 

approach); Pendekatan konseptual (conceptual approach). Lihat : Peter Mahmud Marzuki, 2009, 

“Penelitian Hukum”, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 93. 
49 Johnny Ibrahim, 2005, “Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif”, Malang : 

Bayumedia Publishing, hlm. 302. 
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Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang khususnya 

bersangkut paut dengan kepastian hukum pemerintah yang berwenang 

dalam urusan-urusan pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Pendekatan 

ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah 

konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan 

Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-

Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang.50 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) beranjak dari 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam 

ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang 

melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan 

asas-asas hukum relevan dengan pengaturan kewenangan Pemerintah 

Daerah dan sinkronisasi Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintah Daerah dihubungkan dengan Pasal 66 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam 

penyelenggaraan kehutanan di daerah. Pemahaman akan pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi 

peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam 

memecahkan isu yang dihadapi.51 

c. Pendekatan Sejarah (Historical Approach) dilakukan dengan 

menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan 

                                                           
50 Marzuki, Peter Mahmud I,  Op. Cit., hlm. 93. 
51 Ibid., hlm. 95. 
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pengaturan mengenai pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah dan 

sinkronisasi Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah dihubungkan dengan Pasal 66 Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam penyelenggaraan 

kehutanan di daerah. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti untuk 

mengungkap filosofi dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang 

sedang dipelajari. Pendekatan historis ini diperlukan kalau memang 

peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola pikir 

ketika sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan, dan memang mempunyai 

relevansi dengan masa kini.52 

d. Pendekatan Filsafat Hukum (Legal Philosophy Approach), pendekatan 

ini memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai 

seperangkat nilai–nilai moral serta ide–ide yang abstrak, diantaranya 

kajian tentang moral keadilan. Pendekatan ini merupakan pendekatan 

untuk menjawab pertanyaan apakah hukum itu, apa sebab orang 

menaati hukum, keadilan manakah yang dapat dijadikan sebagai 

ukuran baik-buruknya hukum.53 

e. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach), dilakukan untuk 

melihat perbandingan antara satu aturan hukum dengan aturan hukum 

yang lain54, sehingga dapat diketahui baik persamaan maupun 

                                                           
52 Ibid. 
53 Achmad Ali, 2009, “Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan 

(Judicialprudence) : Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)”, Jakarta : Kencana, 

hlm. 40. 
54 P. Joko Subagyo, 2006, “Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek”, Jakarta : Rineka 

Cipta, hlm. 96.  
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perbedaannya yang akan sangat membantu dalam proses analisis 

pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah dan sinkronisasi Pasal 14 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

dihubungkan dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 

tentang Kehutanan dalam penyelenggaraan kehutanan di daerah. 

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil 

penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan ini dikumpulkan bahan-bahan 

hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 

hukum tersier. Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian 

hukum tidaklah mengenal adanya data sekunder. Lebih lanjut Peter Mahmud 

Marzuki menjelaskan bahwa untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, 

maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi 

bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.55 

a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang bersifat autoratif, 

yang artinya mempunyai otoritas56, terdiri dari : 

1) Norma Dasar atau Kaidah Dasar, yaitu Pancasila; 

2) Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945); 

                                                           
55 Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum (primer, 

sekunder, dan tersier), peneliti juga dapat menggunakan bahan-bahan non-hukum, apabila 

dipandang perlu. Bahan-bahan non-hukum tersebut dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu 

Politik, Sosiologi, Filsafat, ataupun laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum 

sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Penggunaan bahan non-hukum ini harus 

minimal. Jangan sampai dapat menghilangkan makna sebagai penelitian hukum normatif. Lihat : 

Marzuki, Peter Mahmud I, Op. Cit., hlm. 143-144. 
56 Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah 

dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. 
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3) Undang-undang dan peraturan pelaksana undang-undang, yaitu : 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI 

Nomor 5679); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587); 

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888);  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata 

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta 

Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4696); 

dan 

5. Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain 

yang berhubungan dengan sinkronisasi kewenangan 

pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kehutanan di 

daerah. 
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b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum berupa publikasi-

publikasi mengenai hukum yang tidak termasuk dalam dokumen resmi 

Negara57, seperti makalah, karya ilmiah, atau jurnal. 

c. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus, 

ensiklopedia, dan sebagainya yang berhubungan dengan ini agar 

diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.58 

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Penelitian 

a. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Penelitian 

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh 

bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang 

mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi 

kepustakaan (studi dokumen). Studi kepustakaan adalah suatu alat 

pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis 

dengan mempergunakan content analisys.59 Teknik ini berguna untuk 

mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, 

peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian 

lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan 

sinkronisasi kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan 

kehutanan di daerah. 

 

                                                           
57Ibid. 
58 Bambang Sunggono, 1996, “Metode Penelitian Hukum”, Jakarta : Raja Grafindo 

Persada, hlm.144. 
59 Peter Mahmudi Marzuki, Op. Cit., hlm. 21. 
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b. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Penelitian 

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data sekunder yang 

terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dilakukan dengan 

cara mensistematika60 bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti 

membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk 

memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi permasalahan hukum61 

terkait pengaturan kewenangan dan sinkronisasi kewenangan Pemerintah 

Daerah dalam penyelenggaraan kehutanan di daerah. 

5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Penelitian 

Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis 

preskriptif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan, bahan 

penelitian dikaitkan dengan tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan 

hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum62, secara bermutu dalam 

bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif 

sehingga mempermudah pemahaman dan interprestasi bahan penelitian.63 Melalui 

analisis preskriptif maka akan digambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, 

keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu 

gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan 

gejala lain dalam masyarakat64, untuk menentukan saran-saran atau argumentasi 

                                                           
60Systematizing menurut Bambang Sunggono adalah menempatkan data dan kerangka 

sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Lihat : Bambang Sunggono, 2010, “Metode 

Penelitian Hukum”, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 147. 
61 B. Arief Sidharta (Penerjemah), 2009, “Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu 

Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum”, Bandung : PT Rafika Aditama, hlm. 56. 
62 Peter Mahmud Marzuki, 2010, “Penelitian Hukum”, Jakarta : Kencana, hlm. 22. 
63Ibid., hlm. 127. 
64 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, Jakarta : PT 

Raja Grafindo Persada, hlm. 25.  
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pemecahan masalah terkait gejala-gejala yang timbul dari ketidaksinkronan 

kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kehutanan di daerah.  

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir 

deduktif dan induktif. Berdasarkan dari ilmu hukum sebagai ilmu terapan, 

prekripsi yang diberikan di dalam penelitian hukum harus memiliki kemungkinan 

untuk diterapkan. Preskripsi bukan merupakan sesuatu yang telah diterapkan, oleh 

karena itu hasil dari penelitian hukum walaupun tidak berbentuk teori atau 

asas hukum baru paling tidak berbentuk argumentasi baru. Berasal dari 

argumentasi barulah diberikan preskripsi, sehingga preskripsi tersebut memiliki 

dasar pemikiran yang sesuai dengan ilmu hukum yang dikuasai peneliti.65 Oleh 

karena itu, setelah penarikan preskripsi, maka berkaitan dengan penelitian ini, 

digunakanlah teknik analisis bahan penelitian dengan logika deduktif. Philiphus 

M. Hadjon, menyatakan bahwa metode deduksi sebagaimana silogisme yang 

diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pegajuan 

premis major (pernyataan bersifat umum) kemudian diajukan premis minor 

(bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau 

conclusion. Jadi yang dimaksud dengan pengolahan bahan hukum dengan cara 

deduktif adalah menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum, selanjutnya 

menarik kesimpulan dari hal itu yang sifatnya lebih khusus.66 

Teknik penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir induktif, yaitu 

metode/proses penarikan berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum 

                                                           
65Abdul Kadir Muhammad, 2004, “Hukum dan Penelitian Hukum”, Bandung : Citra Aditya 

Bakti, hlm. 139. 
66 Philipus M. Hadjon, Op. Cit., hlm. 147. 
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dari berbagai kasus yang bersifat khusus.67 Fakta-fakta perilaku hukum dan 

aturan-aturan hukum khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

kehutanan di daerah dijabarkan (digeneralisasikan), sehingga dapat ditafsirkan dan 

disimpulkan dalam aturan-aturan yang bersifat umum. 

7. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas 4 (empat) bab, yaitu : 

a. Bab I, yaitu Pendahuluan, yang terdiri atas : latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, definisi 

konseptual, dan metode penelitian.  

b. Bab II, merupakan tinjauan pustaka tentang pemerintahan, 

pemerintah, pemerintahan daerah, otonomi daerah, serta kewenangan 

pemerintah daerah di era otonomi daerah. 

c. Bab III, merupakan pembahasan atas rumusan masalah mengenai 

pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan 

kehutanan di daerah berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dihubungkan dengan Pasal 66 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dampak 

atas pengaturannya yang berbeda, serta sinkronisasi yang harus 

dilakukan atas perbedaan pengaturan tersebut. 

d. Bab IV, yaitu bab Penutup, yang terdiri atas kesimpulan dan 

rekomendasi atas pembahasan rumusan masalah. 

 

                                                           
67Ibid., hlm. 150.   
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